
Sleman Tahun dan Belanja Daerah Kabupaten 

Anggaran 2 0 12; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal '184 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 ( enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

BUPATI SLEMAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

TAHUN ANGGARAN 2012 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

NOMOR 9 TAHUN 2013 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
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: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 

Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi 
dan Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor · 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Namer 4844); 

Mengingat 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 

Nomor 59); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan · Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 .Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 712) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4614); 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 

tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

Nornor 32 Tahun 2011 ten tang Pedornan Pernberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Slernan Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 

Nornor 2 Seri E); 

Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
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(2) Laporan keuangan dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan U saha 

Milik Daerah/ perusahaan daerah. 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012 berupa laporan keuangan memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan surplus defisit; dan 

e. catatan atas laporan keuangan. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2012. 

BUPATI SLEMAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

Dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 3 Seri A); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri A); 
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Rp 168.321.803.533,80 

Rp 288. 933.205.256,49 
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perubahan : . 

2. realisasi surplus . 

selisih le bih . 

c. selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah 

Rp288.933.205.256,49 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran defisit setelah 

Rp 1.595.739.879.570,00 

Rp 1.421.401.170.875,33 

Rp l 74.338.708.694,67 

sejumlah 

perubahan . 

2. realisasi surplus .. 

selisih kurang . 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja 

(Rpl 74.338.708.694,67) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja setelah 

Rp l.475.128.477.847,31 

Rp l.589.722.974.409, 13 

Rp l 14.594.496.561,82 

perubahan . 

2. realisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

selisih le bih . 

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rpl 14.594.496.561,82 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan setelah 

Pasal 3 

120. 758.071.181,42 

289.079.874.715,22 

Rp 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2012 ... Rp 

138.694.508.682,82 

17.936.437.501,40 

Rp 

Rp 

168.321.803.533,80 Rp 

Rp 1.421.401.170.875,33 b. Belanja Daerah . 

Surplus . 

c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan . 

2. Pengel uaran . 

Jum1ah Pembiayaan Netto . 

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp l.589.722.974.409, 13 

Pasal 2 
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Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut: 

a. saldo awal kas per 1 Januari 2012........... Rp 138:694.508.682,82 

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 300.576.594.577,80 

c. arus kas dari aktivitas investasi 

non keuangan . 

Rp 3.166.642.256.976,37 

Rp 5.652.035.071,55 

Rp 3.160.990.221.904,82 

Pasal 5 

a. jumlah aset . 

b. jumlah kewajiban . 

c. jumlah ekuitas dana ; . 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 

Desember 2012 sebagai berikut: 

Pasal4 

2. realisasi Rp 120.758.071.181,42 

selisih lebih Rp 146.669.458,73 

g. realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2012 sebesar 

Rp289.079.874.715,22 

120.611.401.722,69 Rp 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp146.669.458,73 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan . 

255.071,91 Rp 

17.936.437.501,40 Rp 

17.936.692.573,31 Rp 

2. realisasi · . 

selisih kurang . 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pernbiayaan sejumlah 

(Rp255.071,91) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan . 

146.414.386,82 Rp 

138.694.508.682,82 Rp 

138.548.094.296,00 Rp 

2. realisasi . 

selisih le bih . 

d. selisih anggaran · dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp146.414.386,82 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan . 
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Laporan realisasi anggaran; 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerin tahan daerah dan organisasi; 

Rincian Iaporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan; 

Lampiran 1.2 

a. Lampiran I 

Lampiran I. l 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Pasal 8 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e tahun anggaran 2012 mernuat informasi secara kualitatif maupun 

kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

304.243.370.209,82 Rp 

Rp l.589.142.003.945,90 

Rp l.284.898.633.736208 

a. pendapatan . 

b. belanja . 

surplus ;. 

Laporan surplus defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut: 

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan ......... (Rp 17.936.437.501,40) 

e. arus Kas dari aktivitas non anggaran ....... R12 0200 

f. saldo akhir kas ........................................ Rp 289.079.874.715,22 

g. utang Pajak Pusat .................................... Rp 840.351.020,00 

h. Pajak Restoran ......................................... Rp 21.256.071,00 

i. saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp 175.268.893,00 

1. saldo kas di Jamkesmas Puskesmas ....... Rp 55.000,00 

m. pendapatan lain-lain belum disetor .......... Rp 342.567,00 

n. saldo akhir kas di bendahara Dinkes ······. R2 106.880200 

0. saldo kas akhir per 31 Desember 2012 . .. Rp 290.117.255.146,22 

Pasal 6 
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Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan 

Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas 

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; 

Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih 

b. Lampiran V.2 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 

a. Lampiran V.1 

daerah/ Perusahaan Daerah 

(2) tercantum dalam Lampiran 

La po ran Keuangan Badan U saha Milik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

Pasal 9 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; 

Daftar dana cadangan daerah; 

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; 

Neraca per 31 Desember 2012; 

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember 2012; 

Catatan atas laporan keuangan; 

Laporan surplus defisit untuk tahun yang berakhir 

sampai dengan 31 Desember 2012; 

d. Lampiran IV.1 

Lampiran IV. 2 

Lampiran I.10 

Lampiran I.11 

Lampiran 1.12 

b. Lampiran II 

c. Lampiran HI 

Lampiran I. 9 

Lam piran I. 8 

Larnpiran I.5 

Lampiran I.6 

Lampiran I.7 

Lam piran I. 4 

Lampiran I.3 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI A 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 29 Agustus 2013 

k ~UPATI SLEMAN, 1:, 

~ ;L.. ~ 
~IPURNOMO 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 29 Agust us 2 013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sleman. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 

Penjabaran ten tang Bupati Peraturan menetapkan Bupati 

Pasal 10 


